Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan
mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan
gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan,
ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan
kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut
kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat
psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan
perilaku, perasaan, dan pikiran?

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

! Dharana Lastarya. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta. 2006. him.15.
2 Erwin Mappaseng. Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam
Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Buana IImu. Surakarta. 2002. him.2
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1. Narkotika Golongan |
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan
tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi
menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja).

2. Narkotika Golongan 11
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan
dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh:
morfin, petidin).

3. Narkotika Golongan Il
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi
atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein) *

B. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan
tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya®

3 -

Ibid. him.3
* Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 14.
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Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan

bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan Narkotika;

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna

dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika yang ada maka diketahui bahwa pelaku
tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan
dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana
penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika
termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya
dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok
sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana

denda.

C. Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan
bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
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Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan
secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal
1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan
secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “’korban penyalahgunaan narkotika”
adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk,

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakann narkotika.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan
bahwa:

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakan bahwa: ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu

Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika,
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khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang
tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan
bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur”
dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun.

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana
lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di
satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi
lain merupakan korban. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi
merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya
ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang
diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi
lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu
narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya
ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal
ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika
sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai
ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu:

a) Pasal 116
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan
Narkotika Golongan | terhadap orang lain atau memberikan Narkotika
Golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
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rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian
Narkotika Golongan | untuk digunakan orang lain sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat
permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b) Pasal 121

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan
Narkotika Golongan Il terhadap orang lainatau memberikan Narkotika
Golongan Il untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar
rupiah).

2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian
Narkotika Golongan Il untuk digunakan orang lain sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat
permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

c) Pasal 127

1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika golongan | bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun

b. Narkotika golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun .

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika,
penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan Wajib Lapor adalah
kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah

cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika
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yang belum cukup umur Kkepada institusi penerima wajib lapor untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan:
(1) Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib
Lapor.
(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi
medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri.
(3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.
Perkembangan selanjutnya adalah diterbitkannya Peraturan Bersama Nomor:
01/PB/MA/IN1/2014 antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian
Republik Indonesia, serta Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga

Rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab
rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal
tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment
yaitu untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan

(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.
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Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation). °

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku
kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran
ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan
(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.
Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan
perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Perbuatan seseorang tidak
bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang
melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam
kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-
faktor biologis, maupun lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat
lebih bersifat tindakan (treatment) untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial
menjadi  standar dalam  menjustifikasi  suatu  perbuatan, daripada

pertanggungjawaban moral dan keadilan.

D. Tujuan Pemidanaan

Jenis pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
pidana mati di Indonesia merupakan hukuman yang paling berat dari sekian
banyak putusan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
Pemberlakuan pidana mati selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak

hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara

5 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. him.23-24
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Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan
bahwa pidana mati tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Ancaman
terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah dijatuhinya
pelaku dengan pidana mati. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pidana
mati tersebut maka haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai relevansinya dengan
nilai dan norma Pancasila. Pancasila haruslah menjiwai dan menjadi dasar seluruh
tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di Indonesia harus
diselesaikan berdasarkan Pancasila. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai
ancaman dan pelaksanaan pidana mati. °.

Formulasi pemidanaan bagi pengedar narkotika harus sesuai dengan semangat
tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP salah satunya adalah perlindungan
masyarakat (social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak
pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan
tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU KUHP
mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam
delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam
penjelasan RUU KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum
khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat
mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih
mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang

dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai

6 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 78.
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pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada
prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya
untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan,
atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau
diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan
maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan
masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Hal inipun berlaku bagi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP memberikan kesempatan
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku
yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat
dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan
narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih
berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan
perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa
pidana atau tindakan; dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah
berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa
terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan
perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan
yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini
maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana
hanyalah untuk kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang
akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Pengaturan tentang pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan

pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci



26

sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (the limit of sentencing) dan
penentuan bobot pemidanaan (the level of sentencing). Ketentuan dalam
pemidanaan ini kemudian dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang
memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi
pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaaan-keadaaan
lainnya sehingga tidak ada penyamarataan (indiscriminately) atas penjatuhan
pidana. ’

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan,
juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun
masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik,
menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan
meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu
sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang
berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik
dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.

Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap
terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan
pemidanaannya. Terhadap terpidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur
hidup, dapat memperoleh keringanan hukuman menjadi 15 tahun apabila
terpidana telah menjalani hukumannya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan
baik.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi,
perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan

pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan

dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang

’ Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. him. 24
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menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan

pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke

arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan
dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau
keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan
tindakan dan pidana ditentukan secara pasti.

Aliran klasik berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

(1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang,
tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa
Undang-Undang.

(2) Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak
pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.

(3) Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara
konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang
bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang
dilakukan®

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pemidanaan dalam aliran hukum secara

garis besar dapat dibagi dalam tiga aliran yaitu sebagai berikut:

1. Aliran Klasik
Aliran yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari ancietn regime di
Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum,

ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme

® Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. HIm. 77
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mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada
perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan
(daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track
system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat
retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini,
sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai
dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan
jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan
penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya
menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana.
Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai
karakteristik yaitu definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan
kejahatannya, doktrin kebebasan berkehendak, pidana mati untuk beberapa
tindak pidana, tidak ada riset empiris dan pidana yang ditentukan secara pasti.
. Aliran Modern atau aliran positif

Aliran ini muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran
determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the
doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan
berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak
dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini
menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran
ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk
mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum
pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana, penilaian
hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu

sendiri harus tetap dipertahankan. Ciri-ciri aliran modern adalah: menolak
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definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan pelaku tindak
pidana, doktrin determinisme, penghapusan pidana mati, riset empiris, dan
pidana yang tidak ditentukan secara pasti.
3. Aliran neo Klasik (sosiologis)

Aliran ini muncul pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran
klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini
beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan
merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan
dalam aliran neo Klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan
dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas
tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating circumtances).
Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan
keadaaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan
adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran
neo klasik adalah: Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat
dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-
keadaan lain, Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan
pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di
dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan
lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat
terjadinya kejahatan; dan masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan
guna menentukan derajat pertanggungjawaban.’

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi, tujuan pemidanaan dikenal tiga

teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

® Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 46.
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1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu
pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar.Tuntutan
keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah
dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau
kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang
yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh
anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri
(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di
dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran

masyarakat itu dilaksanakan. *°

2. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan
pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain
yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang
telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan
kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya
menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif
atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti telah dikenal
dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan
pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan kejahatan itu ingin
dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk

tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian

10 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. 2001. him. 75.
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prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat
larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan
patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu
menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma.
Tujuan pidana untuk rnencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi
khusus (special prevention) dengan prevensi umum (general prevention),
prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga
pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi
tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. **
3. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu
tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya
tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana
diberikan untuk mempengaruhi  perilaku masyarakat umum demi
perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana
di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki
kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Ajaran ini
memungkinkan adanya sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang
mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. *2

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai
kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding
kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit
untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara

untuk rnenjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak

11 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 101-102.

12 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 64
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bcrmanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dalam teori tujuan pidana hanya
ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat
oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata
kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan
memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga
penjahat itu sendiri.

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro®,

unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure),

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta
lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi
Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim
hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim
dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar
atau dilaksanakan.

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini
dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah,
sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga
sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan
perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-

perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang

13 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Jakarta. 1994. him.81.
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paling pantas untuk diambil adalah meletakan atau menggariskan prinsip-prinsip
pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar
yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau
parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga
negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan
daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan
pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguiji
substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum
yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. lde-ide
ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap
hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan
signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang
lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan
lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu
menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum
yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut
dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor
nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum
melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum
memperlancar bekerjanya hukum, sehingga perilaku orang menjadi positif
terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang
rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu
kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi

psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.**

1% |bid. him.82.



